
 

BUPATI MOJOKERTO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 
NOMOR 2 TAHUN 2023 

TENTANG 

I SALINAN I 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG 
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MOJOKERTO, 

a. bahwa dalarn rangka mendukung Penyelenggaraan 
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui 
peningkatan kualitas dan mendekatkan pelayanan 
kepada masyarakat, terhadap Peraturan Bupati Nomor 
54 Tahun 2020 tentang Pelim?'Ul:;m Seh42gi:;m 

Kewenangan Kepada Ca.mat perlu diubah; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pelirnpahan Sebagian 
Kewenangan Kepada Carnat; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
41) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kota Besar Dalarn Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2730) ; 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5475); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6206); 



Menetapkan 
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9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 186); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 
2014 ten tang Pedoman Teknis Peraturan di Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
2091); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 
Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 6); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran 
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto 
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 
Nomor 6); 

13. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi Togas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto 
(Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 
Nomor 84); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG 
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 
Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 
Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 
2020 Nomor 54) diubah sebagai berikut: 



- 4 -

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 11 dihapus. 
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
Pasal 3 

( 1) Pelayanan yang dilimpahkan kepada Camat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: 
a. pemberian rekomendasi izin penggunaan jalan 

daerah selain untuk kegiatan lalu lintas; 
b. pemberian iz1n cuti Kepala Desa yang akan 

mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa; 
c. penerbitan surat keterangan pelayanan sosial 

kemasyarakatan; 
d. evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang: 

1) anggaran pendapatan dan belanja desa; 
2) perubahan anggaran pendapatan dan belanja 

desa;dan 
3) pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan 

belanja desa. 
e. klarifikasi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Desa; 
f. pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 

Kepala Desa Antar Waktu, Penjabat Kepala Desa 
dan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa Antar 
Waktu; 

g. pembinaan kepada masyarakat mengenai 
penanganan dan pengelolaan sampah di wilayah 
Kecamatan; dan 

h. melaksanakan pelayanan administrasi 
kependudukan sebagai berikut: 
1) menerima dan memverifikasi kelengkapan 

berkas persyaratan dan/ atau kesesuaian data; 
2) melakukan unggah berkas persyaratan pada 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
(SIAK); 

3) melakukan input data sesuai dengan berkas 
permohonan; 

4) mencetak Dokumen Administrasi 
Kependudukan yang telah divalidasi oleh 
pejabat pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto; dan 

5) melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk 
Elektronik. 

(2) Evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan 
Keputusan Camat dan untuk hasil klarifikasi 
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf e diterbitkan Surat Camat. 

(3) Bentuk Keputusan Camat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
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Peraturan Bupati 
diundangkan. 

ini 
Pasal II 
mulai berlaku pada tanggal 

Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Mojokerto. 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati ini dengan 
dalam Serita Daerah Kabupaten 

Diundangkan di Mojokerto 
pada tanggal 1 Maret 2023 

Ditetapkan di Mojokerto 
pada tanggal 1 Maret 2023 

BUPATI MOJOKERTO, 

ttd. 

IKFINA FAHMAWATI 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, 

ttd. 

TEGUH GUNARKO 

DERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 2 


